ABSTRAK

Nurlailiyah Aidatus Sholihah : Pertimbangan Tathbiqg Al-Ahkam Pada Opini
Syariah  Dewan Pengawas Syariah Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah se-Bandung.

Salah satu fungsi DPS yaitu sebagai pengawas syariah di BPRS. Namun,
fungsi pengawasan belum dapat terealisasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan
adanya penyimpangan di BPRS, seperti penyimpangan dalam akad pembiayaan.
Dalam pelaksanaannya, pihak BPRS memberikan dana tunai kepada nasabah.
Permasalahan muncul ketika nasabah tidak memberikan kuitansi penggunaan
dana yang berfungsi sebagai bukti yang sah. Berdasarkan permasalahan tersebut,
pertanyaan penelitian dalam tulisan ini yaitu bagaimana pelaksanaan tugas
pengawasan yang dilakukan DPS di BPRS Bandung? bagaimana landasan hukum
yang digunakan DPS di BPRS Bandung dalam menggagas opini syariah?
bagaimana pertimbangan DPS di BPRS Bandung dalam menerapkan hukum pada
opini syariah?

Tujuan penelitian ini adalah, untuk menjelaskan pelaksanaan tugas
pengawasan yang dilakukan DPS di BPRS Bandung, untuk mengetahui landasan
hukum vyang digunakan DPS di BPRS Bandung dalam mengagas opini
syariahnya, untuk menjelaskan pertimbangan DPS di BPRS Bandung dalam
menerapkan hukum pada opini syariah.

Kerangka pemikiran yang digunakan diantaranya, aturan mengenai tugas
dan kewenangan serta fungsi DPS, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan olenh DSN-
MUI terkait produk-produk yang ada di BPRS, teori pemeliharaan kemashlahatan
serta teori tathbiqg al-ahkam.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara
melakukan observasi, wawancara, serta pengumpulan dokumen. Analisis data
dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif.

Penelitian ini menemukan: 1) pengawasan yang dilakukan DPS belum
berjalan maksimal, diantara ' faktor-faktor yang mempengaruhinya vyaitu,
minimnya pengawasan yang dilakukan, minimnya jumlah DPS pada setiap BPRS,
adanya perbedaan jumlah ujrah yang diberikan pada tiap BPRS. 2) Landasan
hukum yang digunakan DPS di BPRS dalam menggagas opini syariahnya adalah
fatwa DSN-MUI, namun pada produk pembiayaan umroh di BPRS Amanah
Rabbaniah menggunakan fatwa Dewan Hisbah. 3) DPS BPRS Bandung hanya
menggunakan landasan yuridis dalam menggagas opini syariahnya yang sudah
dirumuskan dalam bentuk fatwa DSN MUI.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang
mempengaruhi DPS dalam merumuskan opini syariahnya, pelaksanaan fatwa
DSN MUI belum terealisasi dengan baik, serta pertimbangan yang digunakan
DPS dalam menggagas opini syariah belum menyuluruh hanya terbatas pada
pertimbangan yuridis.
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ABSTRACT

Nurlailiyah Aidatus Sholihah : Consideration of Tathbig Al-Ahkam On Sharia
Opinion Sharia Supervisory Board of Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah in Bandung

One of the functions of DPS is as a syariah supervisor in the BPRS.
However, the supervisory function has not been realized well. This is evidenced
by the existence of irregularities in the BPRS, such as irregularities in the
financing contract. In its implementation, the BPRS provides cash to customers.
The problem arises when the customer does not provide a receipt of using of
funds that serves as valid evidence. Based on the problem, the research question in
this paper is how is the implementation of supervisory duties DPS in BPRS
Bandung? How is the legal basis used by DPS at BPRS Bandung in initiating
sharia’s opinion? How is DPS consideration in the BPRS Bandung in applaying
the law to shariah opinion?

The purpose of this research is to explain the implementation of
supervisory duties DPS in BPRS Bandung, to know the legal basis that used by
DPS in BPRS Bandung in initiating syariah’s opinion, and to consideration in the
BPRS Bandung in applaying the law to shariah opinion.

The framework that used in this research are the rules of duties and
authority and functions of DPS, fatwa that issued by DSN-MUI related to
products in the BPRS, as well as the theory of goodness maintenance and theory
of tathbiqg al-ahkam.

The technique of data collection in this research is done by observation,
interview, and document collection. Analysis in this research using a qualitative
analysis with descriptive method. This study found: 1) among the factors of
background the DPS in BPRS Bandung in formulating syariah’s opinion that is,
the lack of supervision conducted, the minimum number of DPS in each BPRS,
the difference of the number of ujrah that given to-each BPRS. 2) The legal basis
that used by DPS in the, BRRS to initiate syariah’s opinion. is the DSN-MUI fatwa,
but on the umroh financing product at BPRS Amanah Rabbaniah using the fatwa
of the Hisbah Council. 3) The division of mashlahat in the muamalah sector they
are: first, looking for money including mashlahat dharuriyat. Second, the way in
seeking money including mashlahat hajiyat. Third, the prohibition of selling
unclean goods, including mashlahat tahsiniyat.

This study concludes that there are many factors that affecting DPS in
formulating syariah’s opinion, not yet realized the syariah obidience maximally,
so mashlahat that expected not yet realized properly.
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